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BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 132 Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir, perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a ; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

: 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan




Menetapkan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor
5679);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah tentang Keuangan Daerah Kabupaten
Ogan llir Tahun 2007 Nomor 14 Seri E);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir
Bupati adalah Bupati Ogan Ilir

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir
Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Ogan
Lir

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanPemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
daerah

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan Kkeseluruhan pengelolaan
keuangan daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program

Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah

Bendahara Umum- Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang
dipimpinnya

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya
disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada OPD

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya

Bendahara Penerimaan OPD adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
OPD
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Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan
uang yang bersumber dari transaksi PPKD

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan  mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja OPD

Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada OPD

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan transaksi PPKD

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja OPD

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program
dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD  adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD
selaku BUD

Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan  keluaran . (output)
dalam bentuk barang/jasa

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP
berdasarkan Anggaran Kas
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan nang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan

Rekening Pendapatan Asli Daerah adalah rekening yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kas daerah
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaranselamasatu periode anggaran

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak Ilain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang dipenuhi dalam satu tahun anggaran

. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat

ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat

Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah
pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang
maupun barang

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran BPKAD selaku BUD

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
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memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang
selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang belum
diselesaikan pada tahun berjalan dan sudah melewati batas
akhir penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran
berikutnya

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
sejumiah uang yang disediakan untuk OPD dalam
melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari- hari

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- UP
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung

SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
UP

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontra peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK

SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK

SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang
selanjutnya disingkat SPP-LS untuk bembayaran gaji dan
tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan
tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP- LS PPKD
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi
transaksi yangdilakukan PPKD dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA- SKPD




70. Surat. Perintah. Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan operasional kantor sehari-hari

71.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan

72.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya  disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan

73. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga,beban
pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran
DPA-PPKD

74.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adaldh dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM

75. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian

76. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran I Peraturan Bupati ini terbagi dalam beberapa bab yaitu:
Babl Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab 1l Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah
Bab III Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah
Bab IV Sistem dan Prosedur Akuntansi

~——



i3 ‘ Pasal 4
‘ Lampiran Il Peraturan Bupati ini memuat :

1. Buku/Formulir/Daftar untuk Pembukuan Bendahara
Penerimaan

2. Buku/Formulir/Daftar untuk Pembukuan Bendahara
Pengeluaran

3. Formulir Pelaporan APBD

4. Bagan Arus dan Prosedur

Bab III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Lampiran | sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan Lampiran II
sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan
Bupati yang mengatur tentang tata ~cara pelaksanaan dan
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal, |® M@gy\ © 2018

BUPATI OGAN ILIR,
dto
. ) M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal @ e~ © 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
HERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
9( KEPALA BAGIAN HUKUM

HA MUNIR, SH, M.Si |
NIP. 19631111 198503 1 007 |
PEMBINA TK. I (IV.b) |




